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Abstrak

Narkotika tergolong dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjadi
musuh bersama dan ancaman kemanusiaan (human threat). Tingginya angka
penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Lahirnya UU Narkotika sebagai pijakan pemerintah dalam menyelesaikan dan
mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dengan itu, diperlukan upaya
pencegahan untuk menekan dan mengurangi penyalahgunaan narkotika. Dalam
kontestasi internasional, terdapat ketentuan Guidelines for the Prevention of Crime
(Pedoman Pencegahan Kejahatan) yang bertujuan mengentaskan kejahatan yang
terjadi pada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia
yang merupakan anggota PBB secara rekomendatif wajib menjalankan ketentuan
Pedoman Pencegahan Kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penyusun mengangkat
persoalan mengenai apakah upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan
penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan ketentuan Guidelines for the Prevention
of Crime?.

Pada penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research dengan sifat penelitian deskriptif-analitis merupakan
sutau metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan. Penyusun menggunakan
pendekatan yuridis empiris atau melihat pencegahan penyalahgunaan narkotika
peristiwa di Indonesia. Adapun teori yang digunakan yakni teori pencegahan kejahatan
dan teori pemidanaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada ketidaksesuaian terkait penerapan pencegahan
kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pemerintah Indonesia terhadap ketentuan
Pedoman Pencegahan Kejahatan. Pertama, ketidaksesuaian terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kedua,
ketidaksesuaian terhadap penerapan pencegahan Kkejahatan di Indonesia.
Ketidaksesuaian mulai dari tidak adanya rancangan pendekatan pencegahan situasional
dan minimnya keterlibatan desa secara luas. Ketiga, ketidaksesuain penerapan atas
pencegahan penyalahgunaan narkotika yang selama ini berkembang di Indonesia,
seperti beberapa kegiatan yang ada yakni majelis taklim, sistem keamanan kampung,
peran tokoh publik, organisasi masyarakat dan sebagainya

Kata kunci: Pencegahan Kejahatan, Penyalahgunaan Narkotika, dan Pedoman
Pencegahan Kejahatan.

Abstract



Narcotics is classified as an extraordinary crime (extraordinary crime) which is a
common enemy and a threat to humanity (human threat). The high number of narcotics
abuse in Indonesia is a problem that must be resolved. The birth of the Narcotics Law
as the government's foothold in resolving and preventing narcotics abuse. Therefore,
prevention efforts are needed to suppress and reduce narcotics abuse. In international
contestation, there are provisions of the Guidelines for the Prevention of Crime which
aims to eradicate crimes that occur in member countries of the United Nations (UN).
Indonesia, which is a member of the United Nations, is recommended to carry out the
provisions of the Crime Prevention Guidelines. Therefore, the authors raised the
question of whether the Indonesian government's efforts to prevent narcotics abuse
were in accordance with the provisions of the Guidelines for the Prevention of Crime?.

In the preparation of this research, the authors use library research methods (library
research with descriptive-analytical research is a method that serves to describe. The
authors use an empirical juridical approach or look at the prevention of narcotics
abuse events in Indonesia. The theory used is the theory of crime prevention and
punishment theory.

The results of the study indicate that there is a discrepancy regarding the
implementation of the prevention of narcotics abuse crimes by the Indonesian
government against the provisions of the Crime Prevention Guidelines. First, the non-
compliance with the provisions of laws and regulations related to the prevention of
narcotics abuse. Second, the non-compliance with the implementation of crime
prevention in Indonesia. The discrepancies ranged from the absence of a situational
prevention approach design and the lack of broad village involvement. Third, the
inappropriate implementation of the prevention of narcotics abuse that has been
developing in Indonesia, such as several existing activities, namely the taklim
assembly, village security systems, the role of public figures, community organizations
and so on.

Keywords: Prevention Crime, Abuse Narcotics, and Guidelines Prevention Crime.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika menjadi masalah serius yang dihadapi negara-negara internasional termasuk
negara Indonesia. Narkotika tergolong dalam kejahatan luar biasa (extraordinary
crime) yang menjadi musuh bersama dan ancaman kemanusiaan (human threat).
Penggunaan secara ugal-ugalan atau tanpa adanya pengendalian oleh individu
menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi. Narkotika menyebabkan kerusakan
tatanan kehidupan masyarakat baik di lingkungan keluarga, sekitar, sekolah, dan masa
depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan penekanan terhadap upaya pencegahan
penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika mengalami kenaikan yang cukup tinggi di
Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN)
mencatat pada tahun 2020, BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana
narkotika dengan total tersangka sebanyak 1247 orang.! Pada tahun 2019 telah berhasil
mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika dan sebanyak 42.649 orang pelaku.?

Seriring berjalannya waktu, persebaran tidak lagi dilakukan oleh perorangan.

Narkotika secara langsung disebarkan oleh jaringan berskala besar dengan kekuatan

! Press Release, Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik
Indonesia Tahun 2020.

2 Press Release, Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik
Indonesia Tahun 2019.



organisasi, modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dan dikenal
sebagai ‘transnational organized crime’ yang sangat membahayakan.?

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi persebaran narkotika secara
masif dan sistematis. Teknologi informasi mempermudah komunikasi pengedar dan
pemasok narkotika. Selain itu, majunya arus transportasi menjadi salah satu faktor
dalam penyebaran narkotika. Berbagai perkembangan tersebut menjadikan ancaman
narkotika terhadap kemanusiaan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan usaha
yang terintegrasi dalam berbagai tingkatan untuk menyelesaikannya.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana
khusus atau menggunakan hukum acara dengan ketentuan khusus. Tindak pidana
narkotika tidak menggunakan Kitab Umum Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan,
akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan perundang-undangan khusus sebagai lex specialis derogat legi generalis atau
asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex
specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) sebagai formulasi dalam
memusnahkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Lahirnya UU Narkotika

sebagai pijakan pemerintah dalam menyelesaikan dan mencegah terjadinya

® V. L. Sinta Herindrast, “Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,” Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7:1, (2018), him. 19-
20.



penyalahgunaan narkotika. Demi menuntaskan tingginya angka kejahatan
penyalahgunaan narkotika di Indonesia, diperlukan penekanan terhadap upaya
pencegahan oleh pemerintah Indonesia.* Upaya pencegahan berusaha untuk
menghambat dan menuntaskan persebarannya. Pencegahan penyalahgunaan narkotika
memiliki tujuan untuk mengubah kondisi sosial yang buruk sehingga dapat
menurunkan angka penggunanya.

Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh setiap anggota negara
Perserikatan Bangsa-Bangsa (termasuk Indonesia) berpijak pada Guidelines for the
Prevention of Crime. Sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh The Economic and Social
Council (ECOSOC) atau Dewan Ekonomi Sosial PBB. Resolusi pencegahan kejahatan
memiliki derajat dan daya mengikat yang sama dengan hukum internasional lainnya.®
Prinsip atau kaidah yang dikeluarkan oleh organisasi internasional semacam ini
mempunyai dua ciri yaitu bersifat mengikat dan tidak rekomendatif (interna corporis)
dan bersifat rekomendatif dan tidak rekomendatif (externa corporis).

Negara Indonesia tergabung dalam keanggotaan organisasi PBB. Indonesia
juga secara resmi telah menjadi anggota dari Dewan Ekonomi Sosial PBB untuk

periode 2021 — 2023 mewakili Kelompok Asia Pasifik (KAP).” Sementara, pada

4 Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish,
2017), him. 3.

® Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 1990), him. 49.
6 D. H. Gulo, Dulu, Kini dan Esok, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), him. 3.

7 https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/7224/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-ecosoc-

2021-2023, akses 3 Juli 2021.



https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/7224/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-ecosoc-2021-2023
https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/7224/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-ecosoc-2021-2023

Pedoman Pencegahan Kejahatan memiliki sifat mengikat pada setiap negara-negara
anggota Dewan Ekonomi Sosial PBB. Dengan kata lain, Indonesia memiliki kewajiban
dalam menjalankan ketentuan Pedoman Pencegahan Kejahatan.

Kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan nasional
menjadi salah satu sumber hukum. Pengesahan dan pemberlakuannya melalui
ketetapan undang-undang maupun keputusan presiden.® Dengan kata lain, resolusi
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menjadi salah satu sumber hukum internasional yang
harus dijalankan oleh negara Indonesia.

Secara umum, pada Guidelines for the Prevention of Crime memuat beberapa
ketentuan terkait dengan strategi dan metode pencegahan kejahatan yang harus
dijalankan oleh suatu negara. Ketentuan pedoman berupa pendekatan pencegahan
kejahatan, prinsip-prnsip pencegahan kejahatan, strategi pencegahan kejahatan,
metode pencegahan kejahatan, dan sebagainya. Cara-cara demikian menjadi patokan
dan rujukan pada suatu negara terutama Indonesia dalam mengentaskan problematika
penyalahgunaan narkotika.

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi sorotan untuk
menyelesaikannya. Narkotika yang merupakan tergolong dalam kejahatan luar biasa,
terdapat unsur-unsur yang salah satunya adalah penyalah guna secara ilegal. Penyalah

guna berada dalam dua posisi kedudukan, pertama dirinya sebagai pelaku dan kedua

8 Firdaus, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Indonesia,” Jurnal Fiat Justisia llmu Hukum, Vol. 8:1, (2014), him. 51.



sebagai korban. Oleh karena itu, memerlukan metode tersendiri yang berbeda dalam
menyelesaikannya.

Penerapan Pedoman Pencegahan Kejahatan oleh pemerintah dirasa penting
untuk menurunkan tingginya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal ini juga
untuk mengukur sejaun mana kesesuaian pemerintah Indonesia dalam mengupayakan
pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap Pedoman Pencegahan Kejahatan
Dewan Ekonomi Sosial PBB.

Melihat kondisi ini, persoalan pencegahan penyalahgunaan narkotika di
Indonesia secara umum menarik untuk diteliti lebih mendalam. Pemerintah Indonesia
memiliki otoritas yang terhubung mulai dari pusat hingga daerah. Pengkajian lebih
dalam terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap penerapan
Pedoman Pencegahan Kejahatan menjadi presisi bagaimana praktik yang telah
dilakukan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menyusun penelitian berkaitan
pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan judul “Penerapan Strategi dan Metode
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian
dalam Tinjauan Guidelines for the Prevention of Crime.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan
permasalahan untuk dikaji secara fokus dan rinci. Adapun permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini yakni: apakah upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan
pencegahan penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan ketentuan Guidelines for the

Prevention of Crime?.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan strategi dan metode pencegahan
penyalahgunaan narkotika oleh badan narkotika nasional dan kepolisian dalam
tinjauan Guidelines for the Prevention of Crime.
2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tujuan penelitian, hasil penelitian
diharapkan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis antara lain sebagai
berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah
perkembangan keilmuan hukum pidana yang berkaitan dengan upaya
pencegahan kejahatan di negara Indonesia.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sumber referensi bagi negara
Indonesia dalam menjalankan penerapan pencegahan kejahatan untuk
mengurangi angka kejahatan yang terjadi di Indonesia.
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka memiliki fungsi untuk melihat adanya suatu perbedaan, pembaharuan,
apresiasi atas penelitian yang sudah ada dan untuk membuktikan orisinilitas penelitian
ini. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait pencegahan

penyalahgunaan narkotika. Penelitian pencegahan penyalahgunaan narkotika terbagi



menjadi 3 bagian yakni kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, penerapan
kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
Penelitian berkaitan dengan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika,
yakni penelitian lapangan dengan metode deskriptif-analitik. Penelitian tersebut
membahas Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri dalam pencegahan
dan penanggulangan narkoba di Yogyakarta. Penelitian ditulis oleh Nabila Emy
Mayasari®. Hasil penelitian menunjukkan. Upaya yang dilakukan BNNP Yogyakarta
dalam pencegahan narkoba yakni melalui Pendidikan, penerangan, dan penyuluhan
sedangkan dalam penanggulangannya yaitu Razia dan rehabilitasi. Upaya yang
dilakukan Kepolisian RI telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Selanjutnya, penelitian observasional analitik dengan menggunakan
pendekatan cross sectional atau melalui pengamatan berkaitan dengan efektivitas
program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(PAGN) terhadap pencegahan penyalahgunaan napza yang dilakukan oleh Qomariyatus
Sholihah.’® Hasil penelitian menunjukkan penyuluhan terkait penyuluhan P4GN

dilakukan melalui pre test dan post test. Pada penyuluhan terjadi peningkatan

% Nabila Emy Mayasari, “Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta,” Skripsi, Tahun 2015, lImu Hukum, Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, him.

10 Qomariyatus Sholihah, “Efektivitas Program PAGN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan
Napza.” Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9:1, (2013), him. 156.



pengetahuan responden sebesar 30%. Pengetahuan meliputi pengertian dari NAPZA
(Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain), kandungan-kandungan NAPZA, dan
dampak penyalahgunaannya.

Penelitian berkaitan dengan penerapan pencegahan penyalahgunaan narkotika
di lingkungan masyarakat yakni penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif
analitis yang membahas tentang strategi pencegahan narkoba berbasis masyarakat di
Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta. Penelitian
dilakukan oleh Alfi Laili Rohmah,'* menunjukkan, terdapat 3 tipologi pencegahan
yakni pencegahan primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer dengan
melaksanakan program kegiatan seperti sosialsisasi, gerakan pintar, outbond,
karawitan, posbindu pos bimbingan terpadu, pusat infomrasi dan konseling remaja dan
pemasangan poster. Pencegahan sekunder melalui rehabilitasi pengobatan, dan
pencegahan tersier dengan melaksanakan program karawitan.

Selanjutnya, penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang
membahas tentang peran orang tua dalam pencegahan dan penanganan
penyalahgunaan narkoba pada remaja. Penelitian dilakukan oleh Shafila Mardiana

Bunsaman dan Hetty Krisnani,'? yang menunjukkan peran orang tua dalam upaya

11 Alfi Laili Rohmah, “Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat di Kelurahan
Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta,” Skripsi, (Prodi llmu Kesejahteraan
Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2017), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
him. 92.

12 Shafila Mardiana Bunsaman dan Hetty Krisnani, “Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Dan
Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja,” Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian
Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, (2020), him. 226.



pencegahan penyalahgunaan narkoba yakni melalui komunikasi efektif antara orang
tua dan anak, mengembangkan nilai positif pada anak, membangun kenyamanan dalam
keluarga, menjadikan orang tua sebagai teladan dalam keluarga, mendukung kegiatan
anak yang sehat dan kreatif, dan Pendidikan terhadap bahaya narkoba.

Kemudian terdapat penelitian dengan menggunakan metode jenis kualitatif
yang membahas perihal Kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan badan
narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa Sekolah
Menengah Atas (SMA) Negeri 4 (empat) Yogyakarta. Penelitian dilakukan oleh Soleh
Ariyanto®® yang menunjukkan hasil kolaborasi yang dilakukan oleh guru bimbingan
dan konseling SMA N 4 Yogyakarta dan Badan Narkotika Nasional menggunakan
kolaborasi primer berbentuk formal. Terdapat 4 empat bentuk yakni koordinatif,
komunikatif, informatif, dan sharing data. Faktor-faktor terkait dengan pendukung
pencegahan yakni dukungan dari pihak sekolah, orang tua, dan terbentuknya satgas
foranza. Hanya kekurangan kolaboratif terlihat pada koordinasi guru bimbingan dan
konseling dengan guru pelajaran, kurangnya kerja sama dengan masyarakat dan citra
BNN yang masih menakutkan.

Secara umum, yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya dalam

penyusunan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penyusun mengulas

13 Soleh Ariyanto, Kolaborasi Guru Bimbingan dan Konseling dengan Badan Narkotika
Nasional Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Siswa SMA N 4 Yogyakarta, Skripsi, (Bimbingan
dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, him,
94.
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kesesuaian penerapan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dengan
meninjau Guidelines for the Prevention of Crime United Nations. Penyusun
menemukan, terjadi kekosongan terhadap kajian objek tersebut. Sehingga, perlu
pengkajian yang berangkat dari struktur, kebijakan, penerapan hingga strategi tentang
pencegahan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
E. Kerangka Teoretik
Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan
upaya pencegahan kejahatan oleh negara Indonesia yang di antaranya sebagai berikut:
1. Teori Pencegahan Kejahatan
Menurut Steven P. Lab, pencegahan kejahatan merupakan sebuah tindakan yang
dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut
berkembang lebih jauh.'* Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa
cara sebagai berikut:
a. Pencegahan kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam
arti sempit;
b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan
berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang
baik, sistem peradilan yang objektif, dan hukum yang baik;

c. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur; dan

14 Steven P. Lab, Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations, (Anderson
Publishing Company, 2013), him. 31.
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d. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi
kejahatan pada umumnya.t®

Dalam konsep pencegahan kejahatan bukan hanya mencakup tindakan
kepolisian preventif, kepolisian represif dan seluruh aturan hukum acara pidana,
tetapi mencakup pula segala tindakan pemerintah atau masyarakat dalam
pembangunan politik, ekonomi sosial dan budaya, yang langsung atau tidak
langsung ditujukan untuk mencegah maupun mengurangi kejahatan-kejahatan.®

2. Teori Gabungan Pemidanaan (Vereningings Theorieen)

Teori gabungan menyatukan antara teori absolut dengan teori relatif. Teori ini
melihat tujuan pemidanaan dari berbagai sudut pandang di antaranya, pertama
mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, dalam hal ini
melihat dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. Kedua, menimbulkan
hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana atau pemidanaan karena memiliki tujuan
yang dikehendaki. Ketiga, dasar pembenaran bertujuan mempertahankan tertib
hukum.!’

F. Metode Penelitian

15 Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia,
1981), him. 15.

16 Karim Nasution, “Strategi Pencegahan Kejahatan dan Pembangunan Nasional,”
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/839, akses pada 20 Maret 2021.

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,
1984), him. 19.


http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/839

12

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat

dipertanggungjawabkan, dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian
kepustakaan (library research), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara
sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan
menggunakan metode guna menemukan jawaban atas permasalahan melalui
penelitian kepustakaan.’® Dalam hal ini, penyusun menggunakan peraturan
perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar (online/cetak), artikel ilmiah,
dan bahan-bahan lain berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Menurut Sugiono, deskriptif-analitis
merupakan sutau metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi
gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah ada.'® Dalam hal ini,
penyusun mendeskripsikan penerapan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang
dilakukan oleh negara Indonesia. Kemudian menganalisisnya dengan tinjauan
Guidelines for The Prevention of Crime United Nations.

3. Pendekatan Penelitian

18 Milya Sari, Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam penelitian
Pendidikan IPA,” Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, VVol.6, No.1, (2020), him. 44.

19 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 29.
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Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Suatu
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum
secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.?°
Penyusun meneliti peraturan-peraturan hukum yang ada berkaitan dengan
penerapan pencegahan kejahatan oleh negara Indonesia dan Guidelines for The
Prevention of Crime United Nations. Kemudian menggabungkannya dengan data di
lapangan dalam hal ini pihak Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian ini,
yakni menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan sebagai referensi utama dalam penyusunan
penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dan Guidelines for The Prevention of Crime United Nations.
b. Bahan Hukum Sekunder
Sumber bahan sekunder menjadi bahan rujukan kepustakaan sebagai pendukung
yang erat hubungannya dengan sumber bahan primer. Adapun yang menjadi
pendukung penelitian ini berupa tulisan ilmiah, artikel, buku skripsi, tesis, jurnal

dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan

20 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), him. 134.
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narkotika oleh negara Indonesia dalam tinjauan Guidelines for The Prevention of
Crime United Nations dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan
sebagainya.?
5. Analisis Data
Analisis data dalam penyusunan penelitian ini mendasarkan metode penelitian
kualitatif. Analisis yang menjelaskan dan menggambarkan data yang didasarkan
hasil studi kepustakaan. 22
G. Sistematika Pembahasan
Bab pertama, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum tentang isi penelitian

ini.

2L Amirudin, H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), him. 32.

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 206.
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Bab kedua, berisi tentang pembahasan berdasarkan pada kerangka teori bab
pertama. Bab ini, memuat penjelasan tentang penjelasan penyalahgunaan narkotika,
pencegahan kejahatan, Pedoman Pencegahan Kejahatan, teori pencegahan kejahatan
dan teori pemidanaan.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang konsep pencegahan penyalahgunaan
narkotika, lembaga pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan penerapan pencegahan
penyalahgunaan narkotika.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan pada hasil penelitian dan analisis data
untuk menjawab adanya rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini memuat analisis
kesesuaian penerapan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh
negara Indonesia terhadap Guidelines for The Prevention of Crime dengan
menggunakan pendekatan teori pencegahan kejahatan dan teori pemidaan.

Bab kelima, berisi penutup yang di antaranya memuat kesimpulan sebagai
jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan penelitian ini. Serta,
memuat saran yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penyusun dan manfaat

bagi negara dan masyarakat.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan
pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak sesuai dengan Pedoman Pencegahan
Kejahatan. Hal ini karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalam Pedoman
Pencegahan Kejahatan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Adapun
yang menjadi alasan atas itu sebagai berikut:

a. Pertimbangan dari aspek penerapan hukum terjadi ketidaksesuaian antara upaya
pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh BNN dan Kepolisian terhadap
Pedoman Pencegahan Kejahatan. Pencegahan situasional dimaknai sebagai
upaya pencegahan kejahatan melalui rancangan lingkungan dan memberikan
bantuan serta informasi kepada calon korban dan korban. Namun baik BNN
maupun Kepolisian tidak menjalankan rekayasa lingkungan dan membentuk
sistem informasi. Selanjutnya, pada aspek kejahatan terorganisir tindakan BNN
hanya sebatas melakukan kerja sama dengan pihak seperti bandara dan imigrasi,
sedangkan Kepolisian tidak memiliki rancangan pencegahan sehingga hanya
menjalankan fungsi pemberantasan. Selain karena tidak tersedianya dana untuk
pencegahan, di tubuh struktur Kepolisian tidak secara fokus dalam menjalankan
pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian juga tdak menjalankan
pencegahan melalui tindakan sosial, ekonomi dan Pendidikan yang diutamakan

yakni anak-anak. Selain itu, belum terintegrasinya pencegahan penyalahgunaan
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b. narkotika dengan kebijakan dan program sosial dan ekonomi. Karena pihak
kepolisian sampai saat ini hanya menjadi pelaku pelaksana saja. Kepolisian tidak
menjalankan fungsi reintegrasi dan rehabilitasi karena, prakteknya para pecandu
takut ketika melihat polisi saat rehabilitasi berlangsung.

c. Pada teori pencegahan kejahatan, beberapa aspek tidak terpenuhi oleh BNN dan
Kepolisian. Pada pencegahan primer, BNN tidak menjalankan berupa tata
lingkungan terdiri dari desain arsitektur, pencahayaan, kunci, kendali akses,
identifikasi, pengamatan lingkungan yang terdiri dari, pengawasan, patroli
warga, penghalangan umum yang terdiri dari metode patroli polisi, metode
pengiriman, dan keamanan pribadi. Sedangkan, Kepolisian hanya menjalankan
penghalangan umum yang terdiri dari metode patroli polisi, metode pengiriman
dan Keamanan pribadi.

d. Terdapat upaya dan medium kearifan lokal yang hadir di lingkungan masyarakat
yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika
Adapun medium tersebut berupa forum keagamaan, pemasangan CCTV, kanal
organisasi, seni dan budaya, tokoh publik dan sistem keamanan kampung.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun memberika poin-poin penawaran

sebagai saran dalam penyusunan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Kejahatan narkotika tergolong kejahatan luar biasa. Tindak pidana narkotika
termasuk unik. Karena tersangka juga sekaligus menjadi korban. Sehingga upaya

pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia haruslah berjalan secara
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2. optimal dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk Pedoman Pencegahan Kejahatan.

3. Pemerintah Indonesia patut melihat lebih dalam terkait dengan situasi dan kondisi
yang terjadi di lingkangan sekitar. Kekayaan nilai dan budaya menghasilkan
kebiasaan-kebiasaan yang timbul di masyarakat, akan tetapi tidak dimanfaatkan
oleh pemerintah Indonesia dalam mengedepankan kearifan lokal. Sehingga perlu
pencakupan dan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam
menegakkan nilai-nilai  hukum terkait dengan pencegahan penyalahgunaan

narkotika.
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